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ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK PARKIR
NAMA :A'zam
NIM : 051801050
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Amru Nasution, MKes
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah, tcrutama yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Parkir. Ketentuan tentang
Pajak Parkir telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak dan Retnibusi Daerah. Dalam rangka mendukung
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak
Daerah tersebut di atas dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diambil langkah-langkah dalam pengaturan
pemberian izin Parkir dimalsud yang didasarkan kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk maksud tersebut di atas Pemerintah Kota
Medan melalui Keputusan Walikota telah menetapkan dengan keputusan Walikota
Medan Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan. Pajak Parkir merupakan
salah satu jenis pajak daerah dari 7(tujuah) pajak daerah yang ada.

Penelitian im1 bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan
pajak parkir di Kota Medan dan kontribusi pajak parlir terhadap PAD. Sampel diambil
secara purposive sampling, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode deskriftif.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parlir, yang
dilihat dan aspek : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan
strukrur birokrasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan rata-rata total
skor 2,73, maka termasuk dalam kategonn baik dalam arti bahwa Implementasi
K=bakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir tersebut telah berjalan secara
=fekmf Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota
M=dan Tentang Pajak Parkir adalah : keterbatasan sarana dan prasarana; rendahnya
i=sadaran masyarakat wajib pajak dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
Kontnbusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Medan masih relatif kecil, yaitu 1,06 persen
pada tahun 2004 turun menjadi 1,00 persen tahun 2005. namun pada tahun 2006 terjadi
pemingkatan menjadi 1,02 persen. Kontribusi terbesar PAD Kota Medan adalah berasal
dan Pajak Penerangan Jalan.

Kev words : Implementasi Kebijakan , Pajak Parkir, Kota Medan
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ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK PARKIR
NAMA :A’'zam
NIM : 051801050
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Amru Nasution, MKes
Pembimbing II : Drs. Kaniono, MA

Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah, terutama yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Parkir. Ketentuan tentang
Pajak Parkir telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak dan Retnibusi Daerah. Dalam rangka mendukung
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak
Daerah tersebut di atas dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diambil langkah-langkah dalam pengaturan
pemberian izin Parkir dimaksud yang didasarkan kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk maksud tersebut di atas Pemerintah Kota
Medan melalui Keputusan Walikota telah menetapkan dengan keputusan Walikota
Medan Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan. Pajak Parkir merupakan
salah satu jenis pajak daerah dari 7(tujuah) pajak daerah yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan
pajak parkir di Kota Medan dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Sampel diambil
secara purposive sampling, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode deskniftif,

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir, yang
dilihat dari aspek : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan
strukrur birokrasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan rata-rata total
skor 2,73, maka termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa Implementasi
Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir tersebut telah berjalan secara
efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota
Medan Tentang Pajak Parkir adalah : keterbatasan sarana dan prasarana; rendahnya
kesadaran masyarakat wajib pajak dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait,
Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Medan masih relatif kecil, yaitu 1,06 persen
pada tahun 2004 turun menjadi 1,00 persen tahun 2005. namun pada tahun 2006 terjadi
peningkatan menjadi 1,02 persen. Kontribusi terbesar PAD Kota Medan adalah berasal
dan Pajak Penerangan Jalan.

Key words : Implementasi Kebijakan , Pajak Parkir, Kota Medan
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Kota Medan selain merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara, juga
mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat
kegiatan pendidikan dan kebudayaan, dan pusat kegiatan pariwisata. serta merupakan
pintu gerbang Indonesia bagian Barat dengan adanya pelabuhan laut Belawan, dan
Bandar udara Polonia.
Sejalan dengan visi Kota Medan : Medan Kota Metropolitan Yang Modern,
Madani Dan Religius. Kota modem yang akan diwujudkan adalah kota jasa,
perdagangan, keuangan, dan pendidikan yang siap bersaing secara regional dan
global dengan sistem lalu lintas keuangan yang efisien serta kompetitif dengan
dukungan infra-struktur sosial ekonomi yang lengkap, pondasi per-ckonomian yang
kuat, stabilitas keamanan, sosial - politik yang kondusif dan tata pemerinmhan yang
profesional serta pembangunan yang berfokus pada peningkatan kese-jahteraan
masyarakat, kualitas sumber daya manusia (sdm), ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek), serta iman dan taqwa (imtaq). Kota madani yang akan diwujudkan adalah
kota yang beradab dan agamis sebagaimana tercermin dalam cara berfikir, sikap dan
perilaku yang berbudaya, mandiri, menghargai ilmu pengetahuan, kemajemukan, adil,
terbuka, serta demokratis. Kota religius yang akan diwujudkan adalah kota dengan

masyarakat yang dinamis, menjunjung tinggi nilai, ajaran agama sehingga
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menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral. Di samping itu makna pokok
dari visi religius adalah terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup ber-agama,
antar umat beragama dan antar emik serta antara umat beragama, emik dengan
pemerintah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual perkembangan kota yang demikian, tentunya menurut
adanya titik pandang yang tepat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kota pada
masa datang. Oleh karenanya pembangunan Kota Medan datam cirmi perkotaan yang
memilikinya, dikembangkan dengan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan makro
dan mikro. Dalam pendekatan Medan dalam cirri perkotaan yang memilikinya,
dikembangkan dengan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan makro dan mikro.
Dalam pendekatan makro, maka pembangun kota Medan didukung sebagai bagian
dari wilayah yang lebih luas baik secara regional maupun nasional. Sedang melalui
pendekatan mikro ,pembangunan kota medan dipanddang sebagai suatu kesatuan
lingkungan yang berkaitan erat dengan peningkatan jumlah penduduk, permukiman ,
kesempatan kerja .prasarana dan sarana perkotaan, tata ruang serta berbagaimasalah
mikro lainnya.

Melalui pendekatan makro yang dikembangkan, diharapkan pembangunan
Kota Medan dapat tumbuh dan berkembang sebagai kota metropolitan dalam sistem
perkotaan secara nasional sehingga berfungsi mendukung pementapan struktur
perekonomian nasional. Di samping itu pendekatan ini juga dimaksudkan agar dapat
meninggalkan fungsi dan peran kota-kota sedang dan kecil agar lainnya yang berada

disekitar kota Medan, khususnya sebagai kota-kota penyangga (buffer cites),
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